
Sasaran

Fase 1

Sasaran 

Antara

Pemprov/Pemda lokasi SKALA menyediakan layanan dasar inklusif terutama bagi masyarakat miskin dan rentan

8.14

Pemerintah pusat 

menjalankan peran 

koordinasi, 
pembinaan, 

dan pengawasan 

terkait 
penganggaran 

daerah

8.13

Pemimpin di

Prov/Kab lokasi


SKALA 
menunjukkan


komitmen dan

menjalankan peran


koordinasi,

pembinaan, dan


pengendalian terkait

penganggaran


daerah

8.15
Pemprov/Pemda lokasi SKALA menyusun kebijakan dan dokumen anggaran yang berorientasi pada penerapan dan pemenuhan layanan 
dasar inklusif, secara tepat waktu dan berkualitas

8.10
Pemprov/Pemda lokasi SKALA 
memiliki dokumen KUA-PPAS yang 
selaras dengan KEM-PPKF Regional 
termasuk berorientasi pada 
enerapan dan pemenuhan SPM, 
pemenuhan kebutuhan Disabilitas, 

Lansia, dan kelompok rentan lainnya

8.11
Kepala Daerah dan TAPD di lokasi 
SKALA menunjukkan komitmen dan 
prioritas pada penerapan dan 
pemenuhan SPM, kebutuhan 
Disabilitas, Lansia, dan Kelompok 
rentan lainnya

8.12
Pemprov/Pemda lokasi SKALA 

mengembangkan RKA yang 
memanfaatkan nomenklatur belanja 
termutakhir

4.6.1.2 

ASN Pemprov terlatih dalam 
pemanfaatan nomenklatur belanja 
terbaru dan kekhususan Wilayah 
Papua

PA PD PB PS PT PE

6.1.3.1

Fasilitasi teknis penyampaian regulasi, 
penerapan dan pemenuhan layanan 
dasar yang inklusif termasuk kebijakan 
terkait KEM PPKF Regional kepada 
pimpinan daerah dan TAPD

KU GO NB NT MA PB PD PA PSAC

1.7.1.3 

A & B Hasil kajian 
belanja tahunan 

pengeluaran 

dan pendapatan 

keuangan publik 

di daerah 

(Subnational 

PERA)

1.7.2.1

Fasilitasi teknis 

peningkatan 

kapasitas tenaga 

perencanaan dan 

penganggaran 

daerah dalam 

kerangka 

implementasi 

sinergi BAS

3.2.1.4

Input teknis 

materi Lomba 

Bedah Data 

APBD Tahun 

2025 terkait 

GEDSI kepada 

pelajar 

SMA/SMK/ 

MA Sederajat

1.7.1.3 

A & B Hasil kajian 

belanja tahunan 

pengeluaran 

dan pendapatan 

keuangan publik 

di daerah 

(Subnational 

PERA)

1.7.2.1

Fasilitasi teknis 

peningkatan 

kapasitas tenaga 

perencanaan dan 

penganggaran 

daerah dalam 

kerangka 

implementasi 

sinergi BAS6.2.1.1


Fasilitasi teknis penyampaian 
perkembangan tentang kebijakan TKD, 
capaian dan kendala pengelolaan TKD 
kepada pimpinan daerah

AC

4.6.2.1

Rekomendasi teknis untuk KUA PPAS 
yang berorientasi pada pemenuhan 
layanan dasar

AC

4.6.1.1 

ASN Provinsi pada unit kerja yang relevan 
terlatih dalam penyusunan penganggaran, 
termasuk dalam penyusunan KUA PPAS 
yang selaras dengan KEM PPKF regional AC

8.2
Pemprov/Pemda lokasi SKALA 
menyiapkan pemetaan kebutuhan 
pembiayaan penerapan dan 
pemenuhan SPM, kebutuhan 
Disabilitas, Lansia, dan Kelompok 
rentan lainnya

8.5
Pemprov/Pemda lokasi 
SKALA memiliki kapasitas 
untuk menyusun 
penganggaran secara tepat 
waktu dan berkualitas 
melalui SIPD-RI

8.7
Pemprov/Pemda lokasi 
SKALA melakukan 
harmonisasi bauran belanja 
untuk sinergi pendanaan

4.1.7.1.  

ASN Pemerintah Daerah pada unit kerja 
yang relevan terlatih dalam menyusun 
KUA PPAS yang selaras dengan KEM 
PPKF Regional

KU

4.6.1.1 

ASN Pemprov pada unit kerja yang 
relevan terlatih dalam penyusunan 
penganggaran, termasuk penyusunan 
KUA PPAS yang selaras dengan KEM 
PPKF Regional dan pemanfaatan SIPD-
RI dalam penganggaran

AC KU GO NB NT MA PB PD PA PS PT PE

4.6.2.2 

Rekomendasi teknis perhitungan kebutuhan 
pembiayaan penerapan dan pemenuhan 
layanan dasar, kebutuhan disabilitas, lansia 
dan kelompok rentan lainnya 

KU GO NB NT MA PB PD PA PS

4.6.2.1 

Rekomendasi teknis untuk KUA PPAS 
yang berorientasi pada pemenuhan 
layanan dasar

AC KU GO NB NT MA PB PD PA PS

4.1.7.4

8.1
Pemerintah pusat 
menerbitkan 

pedoman penyusunan 
APBD termasuk 
berorientasi pada 

penerapan dan 
pemenuhan SPM, 

kebutuhan Disabilitas, 
Lansia, dan Kelompok 
rentan lainnya

8.4
Pemerintah pusat 
menyusun modul 
peningkatan kapasitas 
analis keuangan daerah 
dan memfasilitasi 
penguatan kapasitas 
penganggaran kepada 
Pemprov/Pemda

8.3
Pemerintah pusat 

menerbitkan 
pedoman 

tata kelola evaluasi 

dokumen 
penganggaran 

berbasis SIPD-RI

8.6
Pemerintah pusat 

menerbitkan arah 

kebijakan KEM 
PPKF Regional 
berbasis analisis 
problematika daerah 
dan prioritas 
pembangunan

8.8
Pemerintah pusat 

melakukan 

pemutakhiran 

kodefikasi 

nomenklatur belanja

8.9
Pemerintah pusat 

menyusun kebijakan 
tentang sinergi 
bagan akun standar

1.7.1.6  

Input teknis penyusunan 

kebijakan tata kelola sinergi BAS

1.7.1.7 

Input teknis penyusunan dokumen 
tentang desain arah kebijakan makro 
dan fiskal yang bersifat kewilayahan 
sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah 
dalam penyusunan KUA PPAS

1.7.1.8

Input teknis 
implementasi 
kebijakan sinergi 
pendanaan pusat 
dan daerah 

1.7.1.9 

Input teknis 
penyusunan 

konsep indeks 
sinergi fiskal 
pusat dan daerah 
terkait layanan 
dasar

1.1.2.1 

Hasil analisis 
keselarasan 

antara KUA-PPAS 
dengan KEM-

PPKF Regional

3.1.1.15 

penguatan 
pengukuran 
kinerja keuangan 

daerah termasuk 
aspek GEDSI 
dalam rangka 

mendukung 
kebijakan KEM 
PPKF Regional 
dan KUA PPAS 
Daerah 

1.2.5.4 

Input teknis penyusunan Grand 
Design Program Belajar TKD 
dan Tata Kelola Ekonomi Daerah 
bersama DJPK (BETTER w/ 
DJPK)

1.1.9.4 

Rekomendasi desain dan materi 
komunikasi tentang kebijakan 
harmonisasi fiskal Pusat-Daerah

1.7.1.2

Input teknis penguatan tata 
kelola evaluasi APBD, sebagai 
basis pengembangan modul 
evaluasi APBD melalui SIPD-RI

1.2.1.2

Hasil analisis kebutuhan revisi 
nomenklatur, program, 
kegiatan, dan sub-kegiatan 
terkait pendidikan, kesehatan, 
dan infrastruktur pelayanan 
publik yang dapat menunjang 
pemenuhan mandatory 
spending

7.1.3.2 

Hasil analisis dan pemetaan isu 
pengarusutamaan GEDSI dalam dokumen 
perencanaan dan penganggaran daerah NT

6.1.2.4 

Hasil analisis pemetaan su-isu strategis dalam 
pembangunan daerah terkait penyediaan 
layanan dasar yang inklusif

AC

8.1.1.2 

Hasil analisis pemetaan dan rekomendasi 
teknis terkait pemenuhan standar pelayanan 
minimal, bagi perempuan, disabilitas dan 
kelompok rentan didaerah

AC NT

1.7.1.1

Input Teknis 
Penyusunan Kebijakan 
tentang Pedoman 
Penyusunan APBD

1.7.1.5

Input teknis 
penyusunan 
kebijakan tentang 

pemetaan 
penganggaran 
Belanja Daerah 
berorientasi pada 
Pemenuhan SPM 
dalam penyusunan 
APBD

1.2.2.7

Masukan teknis 

pedoman umum APBD

1.2.2.1  

Rekomendasi 

rancangan 
peraturan 

menteri keuangan 
tentang 
pemenuhan 
belanja wajib 
dalam APBD 
(Revisi PMK 

207/2020)

1.2.2.3 

Rekomendasi 

rancangan 
peraturan 

menteri keuangan 

tentang 
pemantauan 

dan evaluasi 
pelaksanaan 
APBD dan TKD

3.1.1.8 

Input teknis 
penyusunan buku 
pedoman tagging 
GEDSI dalam SIKD

1.7.1.4

Input teknis 
penyusunan desain 
klasterisasi wilayah 
dan strategi 
pemenuhan 
belanja 

wajib

2025-2026 2024-2025 2023-2024

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

TAP 8 Penganggaran Daerah


